	KEPUTUSAN KETUA UMUM

	ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA

	NOMOR: KEP.06/OP/KU/87

	 

	PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM MONITORING ORARI

	 

	Menimbang
	:
	a.
	bahwa setiap Amatir Radio Indonesia baik perorangan maupun secara organisasi wajib membantu Pemerintah dalam mengadakan monitoring terhadap kemungkinan-kemungkinan pelanggaran baik yang dilakukan oleh anggota ORARI maupun stasiun-stasiun bukan amatir radio yang tidak memiliki ijin yang sah;

	 
	 
	b.
	bahwa kegiatan monitoring dimaksud dapat membantu perkembangan kegiatan Amatir Radio ke arah yang tertib, berdaya guna dan berhasil guna, serta menunjang hakekat kegiatan Amatir Radio yang murni;

	 
	 
	c.
	bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka kegiatan monitoring itu perlu dilembagakan dan dipadukan dalam kegiatan ORARI sebagai sistem monitoring ORARI secara nasional;

	 
	 
	 
	 

	Mengingat
	:
	1.
	Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1967 tanggal 10 Desember 1967 tentang kegiatan amatir radio(Lembaran Negara tahun 1967 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2843) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 20 tahun 1980 tanggal 23 Juni 1980(Lembaran Negara tahun 1980 Nomor 30);

	 
	 
	2.
	Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan telekomunikasi Nomor KM.65/HK.207/MPPT-86 tanggal 9 Oktober 1986 tentang Pelaksanaan Kegiatan Amatir Radio;

	 
	 
	3.
	Surat Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor 39 tahun 1981 tanggal 7 Maret 1981 tentang Persyaratan Ijin untuk Amatir Radio serta stasiun-stasiun Radio Amatir;

	 
	 
	4.
	Keputusan Ketua Umum ORARI Nomor KEP.01/OP/KU/87 tanggal 6 Februari 1987 tentang Pokok-pokok Organisasi dan Uraian Tugas ORARI Pusat;

	 
	 
	5.
	Keputusan Ketua Umum ORARI Nomor KEP.03/OP/KU/87 tanggal 16 Pebruari 1987 tanggal 16 Pebruari 1987 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Di Lingkungan ORARI Pusat;

	 
	 
	6.
	Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ORARI tahun 1986.

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	M E M U T U S K A N :

	 
	 
	 

	Menetapkan
	:
	KEPUTUSAN KETUA UMUM ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM MONITORING ORARI.

	PERTAMA
	:
	Pedoman pelaksanaan sistem monitoring ORARI sebagaimana tercantum dalam lampiran "A" Keputusan ini.

	KEDUA
	:
	Pengurus ORARI Daerah di seluruh Indonesia diperintahkan untuk segera membentuk tim monitoring dan koordinator monitoring sampai di tingkat ORARI Lokal di daerahnya masing-masing berdasarkan petunjuk dan lingkup tugas tim dimaksud seperti tercantum dalam pedoman pelaksanaan tesebut pada diktum pertama.

	KETIGA
	:
	Pengurus ORARI Daerah diminta memberikan laporan kepada Ketua Umum ORARI Pusat tentang pembentukan tim dimaksud pada diktum kedua dan pelaksanaan kegiatan monitoring yang dilakukannya secara berkala setiap monitoring yang dilakukan secara berkala setiap akhir bulan.

	KEEMPAT
	:
	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.


	 
 
 
 
 
 
 
Ditetapkan di 
: Jakarta
 
 
 
Pada tanggal   
: 21 Februari 1987
 
 
 
ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA
 
 
 
Ketua Umum,
 
 
 
 
 
 
 
Ttd.
 
 
 
 
 
 
 
BARATA - YBØAY
 
 
 
 
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1.
Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi;
2.
Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi;
3.
Para Ka.Kanwil Parpostel;
4.
Pengurus ORARI Daerah se-Indonesia;
5.
Pengurus ORARI Lokal se-Indonesia.
 
 
*)
Catatan: Lampiran "A" Keputusan di atas, tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Monitoring ORARI dapat dilihat atau di-download dari file(.doc) SK-06-Lamp dalam situs web ini yaitu tentang literatur sismon, karena Pedoman tersebut telah diterbitkan ORARI Pusat dalam bentuk buklet Paket Latih Diri kode ORG-9102.



